
 

 

SALINAN 
 
 

 
 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   1   TAHUN  2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data Indeks Resiko Bencana 

Indonesia, indeks resiko bencana di Kabupaten 

Purbalingga termasuk dalam kategori kelas resiko tinggi, 
sehingga membutuhkan kesiapan dari struktur 

kelembagaan dan aparat pemerintahan; 

   b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada 
masyarakat dari ancaman bencana serta menjamin 

terselenggaranya penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 

   c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 
117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah serta Rekomendasi Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 
B.243/BNPB/SU/HK.02.01/04/2021 atas Permohonan 

Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Purbalingga, perlu diubah dan disesuaikan; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purbalingga; 

 



 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan 

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
98), diubah sebagai  berikut: 



 

 

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 
sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat 

Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat DPRD 

Tipe A; 

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Inspektorat Tipe 

A; 

d. Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari : 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 

4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman serta bidang Pertanahan; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dan Sub Urusan Kebakaran; 

6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

7. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan 
Perikanan; 

9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 



 

 

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 

12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Perhubungan; 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang 
Persandian, dan bidang Statistik; 

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah; 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal 

dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta 

bidang Pariwisata; 

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; 

18. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Pertanian; dan 

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan. 

e. Badan Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri atas: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan 

Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta 
Penelitian dan Pengembangan; 

2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang 
Keuangan; 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe 

A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan 
Pelatihan; 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan 
urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 

dan 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan 
bencana. 

 
2. Pasal 13 Dihapus. 

 
3. Pasal 16 Dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 
 

 



 

 

Pasal 17 
 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2008 Nomor 18); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 

2010 Nomor 12); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2010 Nomor 13); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2010 Nomor 14);  

e. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);  

h. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah 

wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 
 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 17 Mei 2022 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 
 

DYAH HAYUNING PRATIWI 
 
Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 18 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

ttd 
 
 

HERNI SULASTI 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 1 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 

TENGAH: (1-77/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
NOMOR   1   TAHUN  2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
 

I. UMUM 

Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah seluas 777,64 KM² 

(77.764,122 Ha) atau sebesar 2,39% dari luas Provinsi Jawa Tengah, 
dengan topografi yang terdiri dari dataran tinggi/perbukitan dan dataran 

rendah. Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh tanah 
latosol cokelat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu yang 
terbentuk oleh batuan vulkanik, sehingga memiliki karakter tanah yang 

gembur, serta memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. 

Faktor-faktor alam tersebut menjadi penyebab tingginya potensi 

bencana di Kabupaten Purbalingga. Potensi bencana tersebut terdiri dari 
gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran lahan dan hutan, tanah 

longsor kekeringan serta cuaca ekstrim. 

Mendasarkan pada faktor alam sebagaimana tersebut diatas dan 
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa 
pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan data Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana dan pembentukannya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
telah memberikan rekomendasi untuk klasifikasi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah yang semula masuk klasifikasi B menjadi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
serta rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 

B.243/BNPB/SU/HK.02.01/04/2021 Atas Permohonan Peningkatan 
Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I   
 Cukup jelas. 



 

 

Pasal II   
 Cukup jelas. 
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